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 KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MAJENE 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE 

NOMOR 343 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024 

 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota; 

   b. bahwa untuk menjamin penyelanggaraan SPIP 

di KPU Kabupaten, dibentuk satuan tugas SPIP 

KPU Kabupaten; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Majene tentang Pembentukan 

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) 

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Majene Tahun 2024; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

SALINAN 
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Republik Indonesia Nomor 6832); 

  2.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian hitern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik hidonesia Tahun 

2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

NegaraRepublik bidonesiaNomor 4890); 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 

  4.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

649); 

  5.  Peraturan bersama Komisi Pemilihan umum, 

Badan Pengawas Pemilu dan Dewan 

Kehormatan Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, 

Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu ( 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 906); 

  6.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi  Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 
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  7.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,  Susunan   

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat  Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1236) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang  

Tugas, Fungsi,  Susunan  Organisasi,  dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan  Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

  8.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN 

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024. 

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Majene Tahun 2024, 

sebagaimana terdapat dalam Lampiran I keputusan 

ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

keputusan ini.  

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai 

berikut : 

a. Menyusun rencana kerja (action plan) dalam 

rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Majene; 
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